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TENTANG 

TIM PENANGANAN DAN PERTIMBANGAN MASALAH HUKUM TERTENTU 

DENGAN_ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 

Menimbang 

Mengingat 

M~N~.E~I. KESEH~;J:A~ REPUBLIK INDONESIA, 

: a. bahwa pelaksanaan ,:renyelengg.araan pemerintahan Negara 
yang ber-sih, bebas kolusi dan nepotisme harus diwujudkan 
secara nyata dalam setiap aktivitas penyelenggaraan Negara; 

b. bahwa. dalam rangka mewujudkan amanah sebagaimana tersebut 
pada hurlif a agar sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruntlang~undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan 
perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim 
Penanganan dan Pertimbangan Masalah Hukum Tertentu; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Azas Umum 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi , 
Kol.usi, dan Nepotisme; 

2·. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara-Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tehtang Perbendaharaan 
Negara (l,.;embaran Ne.gara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

5. Undang-unctaflg. Nom0r 36 Tahun· 2009 tehtang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Peratwran Pemetiritah N.om.or 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian: Internal' ·pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 

7. Peratur:an Presiden .Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, FLings!, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 200:5 tentang Unit 
Organisasi dan · Tug~s Esel'on I ~ementerian Negara Republik 
i ndonesia -sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Norrmr ·so Tahun 2008; 
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9. KeptJtusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pehgadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri ~esehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, 
sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Rl Nomor: 439/Menkes/PerNI/2009; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN 
PENANGANAN 
TERTENTU. 

MENTER! KESEHATAN TENTANG TIM 
DAN . PERTIMBANGAN MASALAH HUKUM 

Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir 
dalam Lanipiran Keputusan ini; 

· Tim bertugas: 
1. Melakukan penanganan, pendampingan dan memberikan 

pertimbangan masalah hukum tertentu; 
2. Memberikan rekomendasi penunjukan Pengacara/Advokat 

kepada pejabat Kementerian Kesehatan yang terkait 
permasalahan hukum tertentu; 

3. Membantu menyiapkan dokumen/bahan dalam penanganan 
ma·salah hukutn tert'entu; 

4. Membantu melakukan kajian permasalahan hukum tertentu di 
bidarrg kesehatan; 

· Untuk kelancar:an pelaksanaan tugas, Tim dapat membentuk 
Kelontpok · Kerja yang terdiri dari pakar yang terkait dengan 
permasalahan hukum tertentu yang dihadapi oleh pejabat 
Kementerian Kesehatan. 

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga melaporkan 
pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan 
melalui Se!<retaris Jenderat 

Semua pembiayaan yahg timbul dalam pelaksanaan tugas Tim 
dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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StJStJNAN fiM PENANGANAN DAN PERTIMBANGAN 
MASALAH HUKUM TERTENTU 

Menteri Kesehatan 

1. lnspektur Jenderal 

2. Sekretaris Jenderal 
3. StafAbli-Menteri Bidang Mediko Legal 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

Arsil Rusli, SH, MH 

dr. H. Yudhi Prayudha lsak Djuarsa, MPH 

Netty T. Pakpahan, SH, MH 

1. Fresley Hutapea, SH, MH, MARS 
2. · V.A.Binus.Manik, SH, MH 
3. Burlian Mughnie, SH, M Kes 
4. Ridha Y. Hutagalung, SH, MH 
5. Bimq Satrio., .SH, MH, M Kes 
6. Batlian SH, M Kes 
7. Riati Anggriani, SH, MARS, M Hum 
8. Asep Kustandi, SH, M Kes 
9. Cici Sri Suningsih, SH, M Kes 
1-0. Bonar Sianturi, SH, MH 
11.. Raomat, SH 
1.2. · Djoko :Sujono, SH, MH 

1. Drs .. Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM (Koordinator) 
2. Junaidi, .SI:f, MH 
~ . Taryorio, SH, MH 

Staf Bag ian Pelayanah Hukum (Biro. Hukum dan Organisasi) 

SEDYANINGSIH 


